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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapatkan dari hasil pengamatan dan analisis pada penelitian ini 

antara lain : 

1. Perencanaan kawasan permukiman merupakan kawasan yang paling mendominasi 

dalam strategi pengembangan daerah pada area penelitian yaitu sebesar 48,9%. 

2. Perkiraan daya tampung perumahan diarea penelitian berdasarkan Rencana Pola 

Ruang Kota Mataram adalah sekitar 2.425 unit rumah. 

3. Hasil analisa menunjukkan ketidaksesuaian penentuan lokasi industry PLTGU 

Lombok Peaker dengan mempertimbangkan kriteria berdasarkan permenperin 

No.40/2016 tentang pedoman teknis pembangunan kawasan industri. 

4. 20,36 Ha kawasan permukiman eksisting dan 13,6 Ha lahan yang direncanakan 

sebagai kawasan permukiman masuk dalam area terdampak aktifitas industri. 

 

5.2. Saran 

1. Berdasarkan hasil pembahasan maka seyogyanya peruntukan ruang terhadap kawasan 

yang terdampak oleh aktifitas kawasan industry perlu dipertimbangkan kembali untuk 

dikembangkan sebagai kawasan permukiman. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat disekitar kawasan pembangkitan 

energi. Untuk memenuhi hal tersebut, penulis memberikan saran pada pihak pengelola 

pembangkit untuk meminimalisir dampak yang dirasakan masyarakat sekitar. Saran 

yang dimaksud disini adalah penambahan lahan RTH dikawasan industri sebagaimana 

tercantum dalam Permenperin No.40/2016 tentang pedoman teknis pembangunan 

kawasan industri bahwa minimal RTH dalam kawasan industri tidak kurang dari 10% 

luas lahan. Seperti diketahui beberapa manfaat RTH dan hutan kota itu sendiri dapat 

meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari aktifitas kawasan industry. Manfaat 

RTH dan hutan kota sebagaimana tercantum dalam berbagai peraturan perundangan 

yang berlaku dan juga beberapa publikasi terkait sebagaimana dijelaskan dalam 

Tabel.  
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3. Mempertahankan ruang-ruang sisa yang belum terkelola dan ruang-ruang sisa yang 

sudah termanfaatkan sebagai ruang terbuka disepanjang koridor jalan arya banjar 

getas. 

 

5.3. Harapan Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan pada pemerintahan dan masukan 

pada penelitian selanjutnya sebagai bahan referensi dalam mengkaji wilayah industri ditengah 

permukiman perkotaan khususnya wilayah industri listrik PLTGU Lombok Peaker. 
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